PERATURAN PRESI DRV PANGLI MA BESAR KOVANDO TERTI N&3
REPUBLI K | NDONESI A CPERAS  EKONOM
NOMER 15 TAHUN 1963
TENTANG
BADAN URUSAN KARET RAKYAT

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A / PANGLI VA BESAR
KAVANDO TERTI NG3 CPERAS  EKONCM .

Meni nbang :
a. bahwa perlu adanya suatu Badan Wusan Karet untuk nerunuskan dasar - dasar

kebi j aksanaan Penerintah nengenai nasal ah karet yang di | andaskan pada

Strategi Dasar Ekonom |Indonesia, yang ditetapkan dal am Dekl arasi

Ekonom pada tanggal 18 Maret 1963 yang antara | ai n ber bunyi

1. yang harus di sel enggar akan sekarang ial ah nenperbesar produksi
ber dasar kan kekayaan al am yang berlinpah-|inpah dan nel et akkan
dasar-dasar untuk industri;

2. Dalam nenilai aktivitas ekonom nasional kita yang nmeliputi
aktivitas Penerintah, aktivitas kooperasi dan aktivitas swasta,
perlu disadari peranan rakyat pada waektu ini, rakyat sebagai
tani, rakyat sebagai buruh, pendeknya rakyat sebagai produsen
yang nerupakan potensi dan kekuatan riil. Dalam garis besarnya
antara lain dapat dianbil contoh, bahwa 60% dari penghasilan
karet ialah karet rakyat;

3. tiap konsepsi dan tindakan Penerintah harus dapat dirasakan dan
di mengerti ol eh rakyat, bahwa kepentingan nereka di perhatikan;
4, Selain perangsang atau "incentive" secara umum perlu juga

di perhati kan sepenuhnya perangsang secara khusus dal am bent uk
pel ayanan yang sebai k- baknya bagi produsen dan pengusaha;

5. Peraturan-peraturan yang dibuat harus luwes (flexible),
sehingga tidak nenghanbat atau nenacetkan produksi dan |al u-
lintas barang;

bahwa Badan Uusan Karet vyang telah dibentuk dengan Keputusan
Presiden/Panglina Besar Konmando Tertinggi (perasi Ekonom Nb.
4/Ko. T.QE tahun 1962, perlu ditinjau kenbali dan di senpurnakan;

Mengi ngat
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Pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
Keputusan Presiden/Panglinma Tertinggi Angkatan Perang RI. No.
26/ PLMI' t ahun 1962, tentang Komando Tertinggi (perasi Ekonom;

Dekl arasi Ekonom tertanggal 28 Maret 1963,

Peraturan Penerintah Pengganti Unhdang-undang No. 8 tahun 1962 (L.N
tahun 1962 No. 42), dan Peraturan Penerintah No. 11 tahun 1962 (L.N
tahun 1962 No. 46), tentang Perdagangan Barang-barang dal am
Pengawasan;

Keput usan Presiden/Panglina Besar Konmando Tertinggi perasi BEkonom
No. 4 /Ko. T.QE tahun 1962, tentang Penbent ukan Badan U usan Karet;
Keput usan- keput usan Ber sana Ment eri Per dagangan, Ment eri
Pertanian/ Agraria, Menteri Perindustrian Rakyat dan Menteri Koper asi
No. 3/ (pekon-MBP & A Perd-Kop-Peri/1962 tanggal 15 Nopenber 1962,
tentang Tataniaga Karet di Kalinmantan Sel atan, dan No. 4/ Qpekon- M¥ 63
tanggal 14 Pebruari 1963 tentang Tatani aga Karet di Sunatera W ara-
Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;



Mermut uskan:

Dengan nmencabut Keput usan Presi den/ Pangl i ma Besar Konando Tertinggi Qperasi
Ekonom No. 4/Ko. T.QE tahun 1962 tentang Penbent ukan Badan W usan Karet

Menet apkan :
Perat uran Presi den/ Pangl i ma Besar Konando Tertinggi Qperasi BEkonom tentang
Badan Wusan Karet Rakyat, sebagai berikut .
BAB | .
Ket ent uan Uhum
Pasal 1.
(1) Getah-karet adalah getah yang disadap/diperoleh dari pohon karet
mlik rakyat.
(2) Getah-asap adalah jenis hasil pengasapan yang dal am perdagangan
di sebut Rubber Shoked Sheet atau Air Dried Sheet.
(3) Karet bekas renelling adal ah bahan khusus untuk renelling seperti
sl abs, lunps, scraps, karet tanah, cutting dan sebagai nya.
BAB | |.
Badan U usan Karet.
Pasal 2.
Pada tingkat Penerintah Pusat di bentuk Badan Uusan Karet Rakyat, di singkat
BUKARET, dengan susunan sebagai beri kut BUKARET PAR PURNA terdiri dari :
Menteri Pertani an dan Agraria sebagai Anggota nerangkap Ketua Uhum
Ment eri Perdagangan sebagai Anggota nerangkap Ketua | .
Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Ketua I1;
Menteri Koperasi sebagai Anggot a;
Menteri Wusan Bank Sentral sebagai Anggot a;
Menteri Wusan Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan sebagai Anggot a;

Menteri Penerintahan Ulhumdan G onom Daerah sebagai Anggot a;
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Menteri Sekretaris Jendral Front Nasional sebagai Anggot a.
BUKARET HARRAN terdiri dari

1. Menteri Pertani an dan Agraria sebagai Anggot a nerangkap Ket ua;
2. Ment eri Perdagangan sebagai Anggota nerangkap Vékil Ketua;

3. Menteri Perindustrian Rakyat sebagai Anggot a.



4., Menteri Koperasi sebagai Anggot a;
5. Menteri Wusan Bank Sentral sebagai anggot a;

Pasal 3.
Tugas BWKARET PARPURNA ialah nenetapkan dasar-dasar kebij aksanaan
Pererintah nengenai nasal ah karet rakyat dan. nenggariskan ketentuan-
ket ent uan pokok pel aksanaannya yang nenpunyai tujuan :

a. nenper besar produksi dengan usaha perenaj aan, perluasan dan per bai kan
t ananan pokok karet;

b. nenpertinggi nilai barang dengan usahastandarisasi nutu, berat
ti nbangan dan pengepakannya.

C. nengadakan penelitian dan tindakan-tidakan guna nencapai perbai kan
penmasar an ekspor karet;

d. nel i ndungi kepentingan dan nenpertinggi tingkat hidup para petani
karet dengan usaha pengenbangan per koper asi an;

e. nenaj ukan usaha- usaha penelitian dan | ain sebagai nya yang ber hubungan
dengan nasal ah karet rakyat.

Pasal 4.

Tugas BUKARET HARAN ialah nel aksanakan dasar-dasar kebij aksanaan
Pereri nt ah mengenai nasal ah karet rakyat dan nengatur tata-| aksananya.

Pasal 5.

(1) BWKARET PAR PURNA bertanggung-j awab kepada Presiden/Panglina Besar
Komando Tertinggi Qperasi Ekonom nengenai pi npi nan kebi j aksanaannya.
BUKARET HAR AN bertanggung-j anab kepada BWKARET PAR PURNA nengenai
pel aksanaan t ugasnya.

BAB I11.
Sekretariat Bersana dan team Tekni s/ Anhli.
Pasal 6.

BUKARET nenpunyai Sekretariat Bersama yang terdiri dari

a. seorang penj abat Departenen Pertani an dan Agrari a;
b. seorang penj abat Departenen Perdagangan,
C. seorang penj abat Departenen Koperasi ;

d. seorang penj abat Departenen Perindustrian Rakyat;



e. seorang penj abat Bank Sentral .
Pasal 7.

Tugas dan Susunan Sekretariat Bersama ditetapkan oleh BWKARET HAR AN
nenur ut pertunbuhan pekerj aannya.

Pasal 8.

(1) D sanping Sekretariat Bersana nmaka BUKARET nenpunyai Team Tekni s/ Ahli
yang terdiri dari

a. seorang dari Perusahaan Perkebunan Negar a;

b. seorang dari (O gani sasi Perusahaan Sejenis Karet;

C. seorang dari Induk Koperasi Karet Rakyat atau dari Departenen
Koper asi ;

d. dan beberapa orang dari Instansi-instansi |ain yang diperl ukan

sebanyak- banyaknya 3 orang at as penet apan BUKARET HAR AN
(20 Team itu nerupakan Staf Khusus dal am pi npi nan BUKARET HAR AN dan
tugasnyapun bersifat khusus nenurut keperluan yang diacarakan ol eh
BLKARET HAR AN
Pasal 9.
D dal am nel aksanakan tugasnya Sekretariat Bersana dan Team Teknis./Ahli
nengadakan kerja-sama atas dasar nusyawarah dan bertanggung-jawab untuk
nasi ng- masi ng kepada BLKARET HAR AN
BAB | V.
Perwaki | an Bukaret .
Pasal 10.
D daerah yang dianggap penting oleh BWKARET HAR AN dapat di bent uk
Perwaki | an BUKARET setel ah nendapat persetujuan lebih dulu dari BUKARET
PAR PURNA
BAB V.
Cana S abi | i sasi dan Penbangunan Daer ah.
Pasal 11
(1) Untuk kepentingan daerah penghasil getah-karet dan getah- asap ol eh
BUKARET HAR AN dapat di adakan suatu Dana Stabilisasi dan Penbangunan
Daer ah yang di pupuk dari

a. hasi| penmungut an- pemungutan uang ol eh Daerah Tingkat | yang
dil akukan hanya satu kali atas beban pedagang ekspor dan



pengusaha pengol ah getah karet untuk ekspor;

b. sunbangan- sunbangan dari Peneri nt ah.
(2) Tentang penungutan-penmungutan ternaksud huruf a ayat (1)pasal ini

di tent ukan :

a. bahwa besarnya uang yang dipungut itu didasarkan atas suatu
persent ase yang ditetapkan ol en BUKARET HAR AN

b. bahwa penungut an-pemungutan lainnya dalam bentuk apapun
di | ar ang.

Pasal 12

Cana S abi | i sasi dan Penbangunan Daer ah di gunakan unt uk usaha- usaha:

a. nenper bai ki tingkat hidup para petani karet;

b. perenaj aan dan perbai kan tanaman karet berikut penelitian yang
di perl ukan unt uk kenaj uan;

C. nengenbangkan per koper si an di kal angan petani karet;

d. penbangunan daer ah penghasi| getah-karet dan get ah-asap.

Pasal 13.

(1) Dana Sabilisasi dan Penbangunan Daerah ol eh BUKARET HAR AN yang akan
nengat ur lebih |anjut tentang  penungut an, penggunaan  dan
pengawasnnnya.

(2) Untuk daerah-daerah yang tel ah di bentuk Perwakilan Bukaret dan Dana
S abilisasi dan Penbangunan Daerah, naka dana itu diurus dan di anasi
ol en Perwakilan Bukaret dan di pertanggung-jawabkan kepada Bukar et
Hari an.

(3) Khusus tentang cara penggunaan Dana ternaksud dal am ayat pasal ini
Perwaki | an Bukaret harus nendapat kan persetujuan |ebih dulu dari dan
bertanggung-j anab kepada DP.R D -G R

BAB M.
Penbi ayaan.
Pasal 14.
Segal a pengel uaran unt uk pel aksanaan peraturan ini di bebankan pada hasi l
pemungut an yang di adakan terhadap ijin-ijin ekspor dan ijin-ijin al okasi
yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri, dan pada

sunbangan- sunbangan dari Peneri nt ah.

Pasal 15.



BUKARET HAR AN tiap tahun takw m nenetapkan besarnya juntah penungutan
termaksud pada pasal 14 di atas dan nenent ukan cara penungutan sel anj ut nya.

BAB 1.
Penut up.
Pasal 16.

(1) Segala ketentuan lain yang tidak sesuai dengan atau bertentangan
dengan peraturan ini dinyatakan tidak berl aku.

(2) Hal-hal yang bel um atau bel um cukup diatur dal am peraturan ini dapat
di t et apkan ol eh BUKARET.

Pasal 17.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya nenerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara Republik
| ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 1963.
B . Presiden/Pangli na Besar
Komando Tertinggi Qperasi BEkonom,
ttd.
DIUANDA

O undangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 1963.

Sekretari s Negar a,

ttd.

AW SURICADI N NGRAT (S H).

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHIN 1963 NOMER 65



